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RINGKASAN

Munculnya kebijakan untuk menghidupkan parlemen desa, sebagaimana
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya pasal-
pasal mengenai badan perwakilan desa sudah tentu membawa nuansa tersendiri.
Ada harapan, namun juga ada kecemasan khususnya bagi masa depan demokrasi.
Harapan yang muncul sehubungan dengan formulasi yang menunjukkan indikasi
mulai disadarinya kebutuhan akan penguatan politik rakyat dan memberikan
ruang politik melalui penciptaan institusi-institusi demokrasi. Kecemasan muncul
sebab disela-sela rumusan tersebut masih tersedia ruang bagi munculnya
otoriterisme.

Pembentukan badan perwakilan desa bertujuan untuk menampung aspirasi
dari masyarakat desa. Diharapkan dengan adanya badan perwakilan desa
masyarakat desa dapat dengan bebas mengeluarkan aspirasinya melalui wakilnya
yang duduk di badan perwakilan desa. Sehingga diharapkan kemajuan di desa
berjalan seiring dengan keinginan masyarakat desa. Perjalanan badan perwakilan
desa dalam kurun waktu yang singkat ini masih diwarnai permasalahan dalam
pelaksanaannﬁ antara lain pemenuhan hak dan masalah kewenangannya. Seperti
halnya sebuah kasus yang thadl di Desa Dawung Kecamatan Maatesih

ranganyar, dimana k) m thm m Kepala Desa yang
dikeluarkan oleh badan perwakilan desa adi polemik, dzaklbaﬁcm}
dasat pengambilan ke it ot

Kabupatean ‘ 4

Rumusan masalah dalam sknpal ini adalah proses pemberhentian calon
kepala desa terpilih dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan akibat hukum keputusan badan perwakilan desa terhadap calon kepala desa
yang di duga melakukan money politic.

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mengkaji dan
menganalisis proses pemberhentian calon kepala desa terpilih, dan untuk
mengkaji dan menganalisis akibat hukum keputusan badan perwakilan desa
terhadap calon kepala desa terpilih yang di duga melakukan money politic dalam

pemilihan kepala desa.

X11
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Metode penulisan dalam yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami serta
menerapkan kaidah-kaidah dan peraturan hukum positif yang ada untuk
memecahkan permasalahan yang akan dibahas.

Proses pemberhentian calon kepala desa terpilih di Desa Dawung dimulai
dari rasa tidak puas para calon kepala desa yang tidak terpilih, mereka menilai
bahwa calon kepala desa terpilih yaitu Suyarto telah melakukan money politic
dalam pemilihan kepala desa yang menyebabkan dirinya memenangkan pemilihan
kepala desa. Pendukung calon kepala desa tidak terpilih kemudian melakukan
demontrasi di Polsek Matesih, dimana pada waktu itu Suyarto juga dihadirkan di
Polsek. Berada di bawah tekanan akhirnya Suyarto membuat surat pernyataan
bahwa ia melakukan money politic dan supaya diadakan pemilihan kepala desa
ulang. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Suyarto badan perwakilan desa
membuat keputusan pemilihan ulang kepala desa. Keputusan badan perwakilan
desa tersebut dibuat tanpa ada putusan penngadilan yang berkekekuatan hukum
tetap yang menyatakan bahwa Suyarto melakukan money politic seperti yang
dutuduhkan Keputusan badan perwakilan desa tersebut akhirnya digugat oleh
Suyarto ke pengadilan tata usaha negara dan dimenangkan oleh Suyarto.

Akibat laa:l:xl!rl <i!nri liiﬁl!t!ﬁllﬁ£111 |Jil(izlll ;Jtzr\&ﬂaltllzttl desa tentang pemilihan

| membuat Suyarto statusnya menjadi tidak sah sebagi
anjutnya Suy ﬁm bisa dilantik menjadi
ks i Jterianglhdit olch dirinya

Xiil
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1.1 Latar Belakang

Gelombang reformasi yang telah bergulir menuntut perubahan dalam segala
segala tatanan kehidupan kenegaraan. Bersamaan dengan restrukturisasi ruang
publik, suatu kesadaran baru muncul untuk lebih menegakkan kedaulatan rakyat,
demokratisasi pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat
lokal menjadi wacana publik vang menuntut pengalokasian dan pendistribusian
kekuasaan dan kewenangan dalam penetapan kebijakan publik dan alokasi
sumber-suber pembiayaan secara adil antara pusat dan daerah.

Berbagai isu otonomi yang telah menjadi debat publik itu telah mendorong
perubahan format baru pemerintah daerah menjadi suatu yang tidak terhindarkan.
Upaya merespon berbagai tuntutan itu dilakukan dengan ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan
Daerah. Suatu era pemerintahan daerah diawali dengan ~mengakhiri suatu era

pemernintahan daerah yang sentralistik dlbawah nomor 5 tahun
1974,

berdasarkan 1GO (lnlandsche Gemeeme mdmtxe) pa# Qhun 1906 ymg
dikeluarkan oleh Pemerintahan Belanda yang berlaku khusus untuk desa-desa
dipulau jawa dan madura. Setelah itu pada tahun 1933 dikeluarkan Inlandsche
Gemeente Ordonantie Buitengeweten (IGOB) yang berlaku untuk desa-desa
diluar pulau Jawa Dan Madura. Kedua ordonantie tersebut tidak mengatur bentuk,
susunan atau sistem pemerintahan desa, tetapi hanya legalisasi terhadap
pemerintahan desa yang ada. Lalu dilanjutkan dengan adanya Undang Undang
No.14 tahun 1946 tentang Perubahan Syarat-Syarat Pemilihan Kepala Desa.
Dilanjutkan dengan Reglemen Bumiputra Yang Diperbaharui dan adanya
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Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1948 yang berisikan tentang lamanya jabatan
kepala desa. Peraturan pemerintahan desa yang dapat dikatakan mencakup ruang
lingkup pemerintahan desa yang cukup luas dapat ditemui pada Undang-Undang
No 19 Tahun 1965 mengenai Desapraja.

Pada undang-undang ini desapraja adalah sebagai bentuk peralihan untuk
mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III diseluruh wilayah Republik
Indonesia. Adapun kelengkapan Desapraja ini terdiri dari : Kepala Desapraja,
Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja Dan Badan Perwakilan
Dcsapraja. Badan perwakilan desapraja disini adalah merupakan perwakilan dari
masyarakat desapraja yang dipilih olch penduduk yang bersangkutan. Tctapi
sayangnya kcpala badan pcrwakilan desapraja adalah kepala desapraja, schingga
fungsi badan pcrwakilan rakyat yang scmcstinya menjadi partner dari kepala
desapraja  dalam menjalankan roda pemerintahan desa tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya, schingga tidak dapat menjalankan fungsi legislatif karena
faktor Kepala Desapraja yang mengepalai badan tersebut (Ateng syafrudin,
1985:17).

Setelah itu dibuatlah undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa. Adapun yang belak dar ‘
dengan perkembangm de.

Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Repubhk Indonesia maka kedudukan

[

pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan
keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku
untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan
masyarakat ~ dalam  partisipasinya  dalam  pembangunan  dan
menyelenggarakan administrasi desa yang kian mcluas dan cfcktif,

3. Berhubung dengan itu, dipandang perlu segera mengatur bentuk dan
susunan pemerintahan desa dalam suatu undang-undang yang dapat

memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat yang
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berasaskan demokrasi Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam UUD

1945.
Pemerintahan desa menurut Undang-Undang No, 5 tahun 1979 terdiri atas kepala
desa dan lembaga musyawarah desa (LMD) yang dalam pelaksanaan tugasnya
dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala
dusun. Dalam realitasnya dilapangan kemudian ditemui bahwa semangat
sentralistis yang terkandung dalam undang-undang no. 5 tahun 1979 ini membuat
peran dan fungsi LMD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat patut
dipertanyakan. Hal in1 dikarenakan LMD diduduki oleh 50% aparat pemerintahan
desa dengan otoritas penuh kepala desa untuk menentukan siap-siapa yang
menduduki tempat didalamnya, dengan kepala desa yang secara exofficio menjadi
ketua LMD dan sekretaris desa menjadi sekretarisnya, tentu membuat kepala desa
mempunyai posisi sentral didesanya (Syafrudin, 1985:14).

Kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang
didalamnya mengatur tentang Pemerintahan Desa. Adapun pemerintahan desa
menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 terdin dari kepala desa dan badan
perwakilan desa (BPD), dengan tujuannya tak lain adalah agar ‘terwujud
demokrasi didesa. BPD yang merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa ini
mempunym hubungan partncrs!np dcngan kepala desa wpem halnya lembaga

posm loepala desa, dan BPD nd& e&h kewa desa seperti halnya
lembaga sejenis yang terdahulu. Jadi mengenai keberadaan Badan Perwakilan

Desa sebagai wakil dari masyarakat dalam pemerintahan desa, sebenarnya sudah
pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan terdahulu, yaitu dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Hossein, 2000:19).

Perjalanan badan perwakilan desa dalam kurun waktu yang singkat in1 masih
diwarnai permasalahan dalam pelaksanaannya. Seperti halnya sebuah kasus yang
terkait dengan Badan Perwakilan Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten

Karanganyar, yang berupa keluarnya Keputusan Badan Perwakilan Desa tentang
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dilakukan dalam pemilihan kepala desa beberapa waktu yang lalu. Dimana
keputusan tersebut mengakibatkan calon kepala desa terpilih tidak jadi dilantik
menjadi kepala desa.

Dalam hal ini Badan Perwakilan Desa seolah-olah menjadi hakim yang dapat
memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang. Masalah tersebut menjadi polemik
karena keputusan tersebut dikeluarkan bukan berdasarkan pada bukti-bukti yang
ada, tetapi dikeluarkan berdasarkan desakan dari sebagian masyarakat desa yang
diwujudkan dalam bentuk demontrasi yang menuntut agar calon kepala desa
terpilih dinyatakan tidak sah, karena dianggap melakukan money poli)ic dalam
pemilihan kepala desa dan agar supaya diadakan pemilihan kepala desa ulang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih
jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul “STUDI TENTANG PUTUSAN
BADAN PERWAKILAN DESA TERHADAP CALON KEPALA DESA
TERPILIH YANG DIDUGA MELAKUKAN MONEY POLITIC DI DESA
DAWUNG KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANG ANYAR”.

1.2 Ruang Lingkup
Sesuai dengm judul pada penulisan ﬂn‘msx mx maka perfu diuraikan
‘ ‘ ibahas ﬂal ini dilakukan
g dari pokok_.
nantinya terca M penuhsan skripsi ini.
Ruang lingkup dahm pendmn slmpu ini, pemks hanya membahas mengenai
akibat hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Desa
terhadap calon kepala desa terpilih Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten

Karanganyar. Dimana lahirnya putusan Badan Perwakilan Desa yang berisi
tentang pemilihan kepala desa ulang tersebut berasal dari demontrasi yang
dilakukan oleh sebagian warga masyarakat desa dawung yang tidak puas atas

pelaksanaan pemilihan kepala desa beberapa waktu yang lalu.
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1. 3 Rumusan Masalah

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan seseorang karena adanya rasa ingin
tahu, juga dorongan-dorongan untuk melakukan penelitian agar mendapatkan
data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, untuk itu setiap
penelitian yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya
adalah sebagai berikut :

1. Apakah proses pemberhentian calon kepala desa terpilih yang dilakukan oleh
badan perwakilan desa telah memenuhi prosedur peraturan perundang-
undangan yang berlaku ? |

. Apakah akibat hukum putusan badan perwakilan desa te;hadap calon k'epala
desa terpilih yang diduga melakukan money politic 7

1. 4 Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum
dan tujuan khusus.

1. 4.1 Tujuan Umum |
Adapun tmummmmdm enulisan skripsi ini adalah : -

1. Untuk melengkapi m m Mt W M menyelesallﬁan
program studi I]rim Hukum (S-‘l”) dan memmuh: ge!ar Sax)ana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember.

. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di

bangku perkuliahan yang bersifat teoritis khususnya disiplin ilmu hukum di
masyarakat.

. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan
umum khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan

almamater.
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1. 4. 2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui proses pemberhentian calon kepala desa terpilih yang
dilakukan oleh badan perwakilan desa menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan badan perwakilan desa terhadap
calon kepala desa terpilih yang diduga melakukan money politic dalam proses

pemilihan kepala desa .

1. 5§ Metode Penulisan

Metode penulisan diperlukan dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah seperti
skripsi ini, dimaksudkan agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar
sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang akurat. Untuk itu penggunaan metode
ini harus disesuaikan dengan obyek penelitian. Metode yang digunakan penulis
berupa pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa
data.

1. 5. 1 Pendekatan Masalah

skripsi ini, 1 pendekat
pendekatan dengan Jmmmmhlm eraturan perunda
berlaku pada saat ini sebagai dasar pemecalmn
mengkaji dan menelaah masalah yang timbul berdasarkan fmkw'n yang beﬂdtu
(Soemitro, 1988:97).

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk
memecahkan masalah yang ada. Data yang diperoleh diharapkan menunjang
penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data primer dan

sumber data sekunder.

Ry AT
Lt e
A o
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a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari wawancara, yaitu
dengan mepersiapkan terlebih pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi
masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan

situasi ketika wawancara (Soemitro, 1988:107).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah diperoleh dari studi
kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau
tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk
memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui

naskah resmi yang ada (Soemitro, 1988:107).

1. 5. 3 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau
dikumpulkkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian
ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder, yaitu
data yang diperoleh sebagai berikut :
a. studi kepustakaan _
Studi keputakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-
pendapat-pendapat ataupun penemuan—pcnmxm yang befhubmgan emt
dengan pokok permasalahan. | |

Studi kepustakaan antara lain :

- Peraturan perundangan

- Karya ilmiah para sarjana

- Dan lain-lain sumber
b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer.

Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan
tanya jawab (wawancara) dengan kepala dan perangkat Pemerintahan Desa

Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
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1. 5. 4 Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif
kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun dari
studi literatur atau kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori
yang ada dan dituangkan dengan uraian yang logis, sistematis dan yuridis. Selain
itu kemudian dianalisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran metode

deduktif yaitu : suatu pembahasan yang diawali dari masalah yang umum untuk

menuju pada pembahasan yang khusus yang merupakan kesimpulan sebagai inti
dari keseluruhan materi skripsi (Soemitro, 1990:98).

C e T T T i R
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2.1 Fakta
Bahwa pada hari selasa tanggal 31 juli 2001 bertempat di Kantor Kepala

Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan
Pemilihan Kepala Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar
untuk masa jabatan tahun 2001 sampai dengan 2005. Dalam pemilihan kepala
desa tersebut diikuti oleh 4 orang calon kepala desa dengan menggunakan tanda

gambar masing-masing sebagai berikut:

- Suyarto dengan tanda gambar ketela;
- Ayub mmf d“engan m gm'tbar jagung:

hbih Wkul 13 3;0 WIB
datang dirumah suyarto yaitu Sri Loso, Be. H K. selaku ketua panitia pencalonan
dan pemilihan kepala desa dawung dengan didampingi oleh seorang polisi
Kepolisian Sektor Matesih Resort Karanganyar. Adapun maksud dan tujuan
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mereka adalah mengundang Suyarto untuk mengadakan musyawarah di rumah Sri
Loso, Bc.H.K. Tetapi dalam perjalanan mereka tidak langsung kerumah Sri Loso,
Bc.Hk. melainkan menjemput 3 orang calon kepala desa tidak terpilih dan
kemudian menuju kantor Kecamatan Matesih. Dalam rapat itu dipimpin oleh
camat matesih dan membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan
pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan pada
31 juli 2001. Dalam rapat tersebut 3 orang calon yang tidak terpilih menuduh
bahwa Suyarto dapat terpilih karena telah membagi-bagikan uang kepada masa
pendukungnya atau dengan kata lain melakukan money politic dan menuntut agar
Suyarto mengundurkan diri atau diadakan pemilihan ulang kepala desa.

Dalam rapat tersebut Suyarto menolak tuduhan yang diajukan kepadanya.
Karena dalam rapat tidak ada kesepakatan maka akhirnya rapat ditutup. Pada saat
itu pula Suyarto langsung dibawa ke Polsek Matesih dan dimasukkan ke dalam
ruangan tersendiri. Pada saat itu pula dihalaman kantor Polsek Matesih telah
datang massa pendukung calon kepala desa tidak terpilih yang berjumlah kurang
lebih 2 truk yang menghujat dengan kata-kata kotor.

Karena situasi yang demikian memanas aldmnya Sn Loso, Be.Hk.
bersama dengan Suwarmno selaku ketua Badan Perwakﬂan Desa Dawung
menyarankan W Suymo mau membuat i yataai m tuntutan 3 orang

mtensﬁdmtahntungmulalWB Agnshlszﬁm sammdcngan 9 Agum
2001 Suyarto menjalani opname di rumah sakit Dr. Oen Solo Baru.

Badan Perwakilan Desa Dawung sendiri pada tanggal 8 agusttus 2001

mengeluarkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Melaksanakan Pemilihan
Ulang Kepala Desa Dawung dan telah dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2001,
Dalam pemilihan ulang kepala desa tersebut dimenangkan oleh Ayub Muarif

untuk masa jabatan tahun 2001 sampai dengan 2005.
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2.2 Dasar hukum
Untuk menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa dasar
hukum yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
a. pasal 1 hurufh
Otonomi Dacrah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

pasal 1 huruf|

Beiskio yang be

Pengaturan Mengenai Desa. , -
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomorr7 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
Keputusan Badan Perwakilan Desa Dawung Nomor 2 Tahun 2001 Tentang
Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Dawung Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar.
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2.3 LANDASAN TEQORI
2.3.1 Asas-asas Pemerintahan daerah

Asas-asas Pemerintahan Daerah dahulu diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974, dimana undang-undang ini mengenal tiga asas dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, seperti yang disebutkan di dalam
penjelasan umum butir 3, bahwa konsekuensi dari pasal 18 Undang-undang Dasar
1945 yang menyebutkan bahwa dacrah Indoncsia akan dibagi dalam daerah yang
icbihi Recil kemﬁdian diperjelas dalam GQaris-garis DBesar [laluan  Negara
pcmcrintah diwajibkan mclaksanakan asas desentralisasi dan dekonscntrasi dalam
mcnyclenggarakan pemcrintahan di dacrah. Tetapi disamping dua asas terscbut
undang-undang ini juga momberikan dasar-dasar bagi penyclenggaraan berbagai
urusan pemcerintah di dacrah menurut asas tugas pecmbantuan.

Sciring dengan bergulirnya reformasi, peraturan mengenai Pemerintahan

acrah juga mcngalami perubahan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tghun
1974 Tentang Pokok-Pokok Pemenntahan di Daerah dan Jugi UndangdUndangv
Nomor § Tahun 1979 Tentang P‘mnen tohan Desa. Dalam Unda ¥
Nomor 22 Tahun 1999 ketentuan m
hampir mirip dengan yang di atur
hanya mengalami sedikit perluasan. Asas-asas Pei

ntabﬂl Daerah terswm

antara lain :

a. Asas Desentralisast
Desentralisast adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal | huruf ¢). Makna konsekuensi-
konsckucnsi dalam pclaksanaan desentralisasi dijclaskan Iebih lanjut di dalam
penjclasan umum pada butir | huruf h yang mcenycbutkan : “Urusan-urusan
pemerintah yang telah diserahkan kepada dacrah dalam rangka pelaksanaan
asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab

daeran sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada
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daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan
maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat
pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri terutama dinas-dinas
daerah”.

Asas desentralisast in1 adalah sebagai pelaksanaan konsepsi adanya
pemerintahan yang bersifat otonom, yaitu masyarakat hukum yang mempunyai
batas wilayah tertentu yang bertugas dan berkewajiban serta berwenang
menyelenggarakan rumah tangganya sendini dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Kewenangan otonom: luas adalah keleluasaan dacrah
untik menycicnggarakan pemcrintahan yang mcncakup kewcnangan semua
vidang pcmcrintahan, kccuali kcwcenangan di bidang politik luar ncgeri,
pertahanan kecamanan, peradilan moncter dan fiskal, agama scrta kewenangan
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan asas ini maka ada penyerahan urusan pemerintahan yanng
diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya
menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah. Dengan demikian maka

urusan pemehntahan tersebut dxsclenggamkan oleh pemcnntahan pu.,at sendiri

melalui aparatay

| l}aemh scb&gnia n

. Asas Dekonsentrasi
Asas dckonsentrasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal |
huruf f yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai
akil Pemerintah da atau perangkat pusat di Daerah. Penjelasan tentang makna
asas dckonsentrasi dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang.
Nomor 22 Tahun 1999 butir 2 huruf b. Urusan-urusan yang dih'mpahkan olch
pemcrintah kepada pejabat-pejabatnya di dacrah mcnurut asas

ap menjadi tanggung jawab pemerint
pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur pelaksanaanny

ordinasikan oleh kepala dae
cp
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sebagai perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan
urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat”.
Asas dekonsentrasi adalah sebagai pelaksanaan dari konsepsi negara kesatuan
dengan mengingat luasnya wilayah sehingga perlu adanya penyelenggaraan
pemerintahan yang diselengarakan oleh pemerintah pusat yang ada di daerah,
yaitu kepala wilayah dan instansi vertikal kemudian kepada pejabat tersebut
dilimpahkan kewenangan tertentu. Dalam hal ini kewenangan dan tanggung
jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan serta pembinaan  fungsi

pcmerintahan {ctap ada pada pemerintah pusat.

Asas Tugas Pembantuan
B»rdasarkan Lctcntuaa Undang-Undang Nomot 23 'Eahun 1999 paual 100,

;‘ A I.':"-‘«t(?

Asas mts pcmbantuan ini lalﬁ Qsa an pr I
Asas ini adalah Mgas pemerintah dacrah untuk turut serta meMan urusan
pemcrintah pusat atau pcmcnnwh»y&ng— lcbih tinggi kcdudukannya dengan

kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Dalam ha!
ini pemcrintah pusat berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan
umum, petunjuk-petunjuk serta pembiayaannya. Scdangkan perencanaan
tererinct  dan  pelaksanaannya ditugaskan kepada pemecrintah dacrah.
Pengawasannya tersebut ditugaskan kepada pejabat pemerintah pusat di
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Tiga asas yang dianut oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut
mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih penting antara yang
satu dengan yang lainnya, karena ketiga asas tersebut dapat saling mendukung

dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Syarfrudin, 1985 :29).

2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian tentang Otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor
22 tahun 1999 pada pasal 1 huruf h, yaitu kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendin berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Menurut Mm (1994 21) otonomi mmmg arti Wnan untuk

kepentingan daerah atau masyarakatnya sendiri.
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Pengertian daerah otonom berdasarkan pasal 1 huruf I Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 adalah :

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan

masayarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomt daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22
tahun 1999 merupakan jawaban atas berbagai kritik yang dilakukan oleh berbagai
pihak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun1974. Tuntutan akan otonomi daerah sudah lama menjadi
wacana diskusi dalam ruang publik, karena ternyata Undang-undang Nomor 5
Tahun1974 telah membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi sangat terbatas
sehingga pembangunan daerah akhirnya terganjal. Bahkan bagi daerah tertentu,
sentralisast kekuasaan hanya merupakan upaya eksploitasi kekayaan daerah untuk
kepentingan pemerintah pusat. Sejak reformasi digulirkan, Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 merupakan salah satu produk hukum yang dituntut untuk
diréfonnasi. Tuntutan tersebut berpijak pada ketidakpuasan masyarakat terhadap
kondisi dan penyelenggaraan pemenntahan daemh di bawah Urulang undang
Nomor 5 Tahun 1974 oessei \

otonomi daerah selama ini mmm w@t kecﬂ tha dxhhat dari mdlkwtor |
kecilnya kewenangan, jumiah bidang pemcrimn dan pendapatan asli daerah
(PAD) yang dimiliki daerah. Disamping itu pengawasan dan campur tangan pusat

terhadap daerah dalam berbagai bidang sangat tinggi apabila diukur dengan
ukuran internasional (Nevas, 1989), akibatnya daerah tidak akan lagi memiliki
kebebasan dalam berbagai altrernatif untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Pemerintah orde baru dimasa lalu membakukan pendekatannya terhadap
realisasi otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-
undang tersebut sendiri kehadirannya ketika itu menandai terjadinya pergeseran

konsep dar1 “otonomi seluas-luasnya” yang pernah muncul pada era tahun 50-an
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ke ‘arah jargon-jargon otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
Sebagai konsekuensi, disebabkan oleh salah satu bagian tersebut yang
menyebutkan bahwa otonomi lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka
kontrol pemerintah pusat terhadap daerah menjadi sangat ketat.

Culla (2000:14) mengemukakan bahwasanya tuntutan otonomi telah
menjadi pangkal terjadinya pergolakan dan pemberontakan daerah yang menjurus
ke arah gejala separatisme. Dalam perjalanan republik, di Jawa Barat telah terjadi
pemberontakan oleh Darul Islam yang diawali sejak tahun 1948 dan terus
berlangsung hingga tahun 1962. Di Aceh terjadi sejumlah pemberontakan serius
pada bulan September tahun 1953 yang dibangun diatas sentimen keislaman dan
ketidak puasan terhadap pusat. Di Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan terjadi
pergolakan serupa dengan motif kekecewaan terhadap kebijaksanaan pemerintah
pusat. Kejadian-kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya perpecahan diantara
masyarakat Indonesia.

Sejak reaksi terhadap berbagai gejolak krusial tersebut, pemerintah pusat
akhimya tidak mau mengambil resiko retaknya negara dan bangsa ini. Di masa
Sukarno, pemerintah pusat kemudian mulai mengkonsolidasikan segala kekuatan
birokrasi pemerintahan, dan secara sistematis berbagai tindakan dilakukan untuk
melumpulikan kewehangan dwrah, sentralisasi kekuasm dan campur tangan
panenntah pusatpun dilaku agai aspek kehidy pan masyarakat
daetah. Hal ini an | der - 4 mmpwmkannyaa;f‘
dibawgh kepemlmplﬁan Suhaﬂo era oﬁtb bnm, sehmm xﬁenampakkan corak
etatisme negara yang masif.

Dengan runtuhhya orde baru yang membawa implikasi luas terhadap
ketidakpuasan daerah Sejak tahun 1998, tefjadi kebali gejolak daerah yang
seolah memutar terulangnya keadaan yang mirip thasa lalu. Berbagai gejolak
ketidakpuasan kembali bermunculan ditujukan kepada pemerintah pusat, seperti
yang terlihat di Aceh, Papua, kalimantan Timur, Riau dan potensi serupa
didaerah-daerah lainnya. Pratek penyelenggaraan otonomi yang terjadi di masa
orde baru, telah menjadi dasar pembenaran terutama oleh daerah-daerah yang

merasa telah mengalami penderitaan dan pengebirian politik dan eksploitasi
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ekonomi oleh pusat selama ini. Untuk itulah menurut Maskun (1999:04) dalam
era reformasi ini dimaksudkan proses penghapusan dan pembentukan daerah
otonom lebih dapat menjamin terbentuknya otonomi daerah yang sempurna,
dengan dirumuskannya peraturan pemerintah yang lebih realistis sebagai landasan
mengatur daerah otonomi.

Sebagai jawaban atas tuntutan otonomi dan gejolak daerah pasca orde
baru, pemerintah pusat kemudian meluncurkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Meskipun
demikian ternyata masih banyak yang tetap belum puas dengan kedua perundang-
undangan baru tersebut, akan tetapi sebagaian besar pendapat melihatnya sebagai
solusi yang diharapkan lebith mampu menjawab permasalahan otonomi daerah

yang sekian lama menjadi beban masayarakat Indonesia (Culla, 2000:15).

2.3.3 Penigertian Pemerintahan Desa

Terlebih dahulu harus dibedakan antara pemerintah dengan pemerintahan.
Pemetintah adalah perangkat atau organ negara yang ‘menyelenggarakan
pemerintahan. Pemerintahan adalah kegiatan yang diselénggar&kan oleh
| han desa dapat

peratigkat negara yaitu pemerintah. Dengan demkum pemerintah
diartikan sebagi keg]mn am Wa he

dibawah camat, yaitu desa (Sunamngtat, 193048) | ‘
Sebelum lahimya Undang-Undang Nomor 5 Tm 1979, keu&an
pemerintahan desa tidak seragam, sehingga masalahnya bagaimana mengatur
keanekaragaman yang bersifat kondisional dan lokal tersebut. Adapun
terbentuknya masyarakat desa para ahli membedakan beberapa macam prinsip
yang mengikat warga desa menjadi suatu macam ﬁqrsekutuan hidup dan kesatuan
sosial yang bulat yaitu teritorial dan ginealogis. Proses lahirnya masyarakat desa
sebagai suatu kesatuan diawali dengan hubungan tiap-tiap individu.
Mengingat pentingnya kedudukan desa, maka desa harus diatur, baik dalam

hal pemerintahannya maupun dalam hal susunan organisasinya, perangkatnya,
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hak dan kewenangannya serta kewajiban-kewajibannya ditetapkan dengan
memperhatikan asal-usul serta adat istiadat setempat dalam rangka keseluruhan
tertib pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1979 dapat dikatakan sebagai unifikasi dalam pemerintahan desa
yang sekaligus mengganti undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu
Inlandsche Gemeente Ordonantie, Inlandsche Gemeente Ordonanntie
Buitengewesten Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja
(Ateng Syafrudin,1985:23).

Menurut pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1979 dinyatakan bahwa:
1) Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa
2) Pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa
3) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan kepala dusun.

Adapun pengertian pemerintahan desa dalam undang-undang diatas adalah
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat. Sedangkan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001, pemerintahan desa adalah kegiatan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan badan perwakilan

desa.

nama lain d&j

perangkat desa. & : :

Perangkat desa sendiri ‘menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001

pasal 7 ayat (3) terdiri dari:

1. Unsur pelayanan seperti sekretariat desa atau tata usaha yang dipimpin oleh
seorang sekretaris.

2. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelgksana teknis lapangan yang meliputi urusan

pamong tani, urusan keamanan dan urusan industri kecil.
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3. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa
seperti kepala dususn yang jumlah dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi sostal budaya masyarakat setempat.

2.3.4 Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Pemerintahan Desa

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan perangkat desa
Dawung dalam hal ini diwakili oleh sekretaris desa, adapun kedudukan, tugas
pokok dan fungsi pemerintahan desa Dawung, adalah sebagai berikut :
A). Kedudukan

Sccara umum tugas dan fungsi pokok DPemerintahan Desa Dawung

Kccamatan Matesih  Kabupaten Karanganyar bertumpu  pada  peraturan
pcrundangan yang berlaku scbagaimana desa yang lafn.
B). Tugas Pokok Pemerintahan Desa |

Tugas Pokok Pemerintahan Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten
Karanganyar mempunya: tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
terendah. Tugasnya antara lain tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah
propinsi dan pemerintah daerah. | |
C). Fungsi Pemerintahan Desa
pemimpin Peﬂyelengwﬂ ‘pemerintahan des
ada—l_aﬁ sebagai berikut:

a. Penyelenggara pemerintahan terendah dibawah camat

b. Membina kehidupan masyarakat desa
¢. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
d. Mcndamaikan perselisihan masyarakat desa

e. Mecnggerakkan partisipasi masyarakat dcsa dalam wilayah desanya

2.3.5 Pengertian Badan Perwakilan Desa
Pengertian Badan Perwakilan Desa menurut Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 pasal 104 yaitu badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka

masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan
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desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.3.6 Kedudukan, Kewajiban, Hak, Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan

Perwakilan Desa

fenurut Suhartono (2000:17) kedudukan, hak, tugas, wewenang dan

fungsi Badan Perwakilan Desa, yaitu':

a'

Kedudukan Badan Perwakilan Desa

Adapun kcdudukan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah

BPD scbagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan

demokrasi berdasarkan pancasila;

BPD berkedudukan scjajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa.

Kewajiban Badan Perwakilan Desa (BPD)

BPD mempunyai kewajiban :

Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik

Indonesia;

Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati

segala peraturan perundangan,
Hak Badan Perwakilan Desa (BPD) i

BPD mempunyai hak:

Meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa;

Menilai menerima atau menolak pertanggungjawaban kepala desa;
Meminta ketcrangan kepada pemerintah desa;

Mengadakan perubahan rancangan pcraturan desa;

Mcnctapkan peratutan tata tertib BPD.

Anggota BPD juga berhak mencrima vang sidang scsuai dengan kemampuan

keuangan desa, yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Anggaran Pendapatan

Belanja Desa.

d.

Tugas dan wewenang Badan Perwakilan Desa (BPD)
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BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- Membentuk dan menetapkan serta mengangkat panitia pemilihan kepala desa;

- Memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat desa:

- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa atau pejabat
kepala desa;

- DBersama kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

e. [l'ungsi Badan Perwakilan Desa (BPD)

Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 BPD
mempunyai fungsi:

- Menganyomi, yaitu kclestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di
dcsa yang bersangkutan untuk mconunjang kelangsungan pembangunan
sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan dan
kesopanan;

- Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peratumn desa bersama-sama
kepala desa;

- Pengawasan, yaxtu mehpxm pcngawasan wrhadap pelaksaman Peraturan Desa,
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2.3.7 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

Mengenai Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Dawung Kecamatan
Matesih Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000. Dalam peraturan dacrah tersecbut diatur
mcngenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang
diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23, yaitu:

Pasal 15

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia

Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember
23

yang berhak memilih dan mengadakan pngumuman-pengumuman di tempat
terbuka tentang akan diadakannya pemilihan kepala desa.
Pasal 16
(1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.
(2) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara
dan tidak boleh diwakilkan.
(3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tcmpat yang telah ditentukan

olch Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa.

(4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.
Pasal 17

(1) Pada saat pcmungutan

B o

mghgunakan huk: pilinya SoRI
pemtilih yang telah disahkan.
(2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya

kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,

pemilithan kepala desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga
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puluh) har setelah pembatalan dimaksud, Panitia Pencalonan Dan Pemilihan
Kepala Desa mengadakan pemilihan ulang.

(3) Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-

kurangnya ' (setengah) dar1 jumlah pemilih yang telah disahkan.
Pasal 19

(1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon ynag mendapatkan
jumlah dudkungan suara terbanyak.

(2) Dalam hal calon kepala desa hanya terdapat I(satu) orang, maka calon
tersebut baru dinyatakan terpilth apabila mendapatkan jumlah dukungan suara
sekurang-kurangnya '2 (setengah) ditambah [(satu) dari jumlah suara yang
sah.

(3) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini

~ ditetapkan dengan k(eputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara
pmilihan dan pemungutan suara dari Panitia Pencalonan Dan Pemilihan
Kepala Desa. v

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disampaikan kepada
‘Bupati melalu) Camat untuk men&patkan pcngesahan |

(1) Dalam hal s “

}umlah yang sama, maka n 'hanya untuk calon ymg

mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.

(2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini
hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih
dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar
pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia Pencalonan Dan Pemilihan
Kepala Desa dalam sampul yang telah disegel.

(3) Pengisisan daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal i
dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa setelah

selesainya penghitungan suara.
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(4) Nila1 yang terbaik dari jawaban daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat
(3) pasal int menentukan calon sebagai pemenang.
Pasal 21
Apabila dalam pemilithan hanya terdapat | (satu) calon, maka dalam
pelaksanaaan pemungutan suara harus disediakan kartu suara dimana dalam kartu
suara tersebut terdapat satu kotak tanpa gambar untuk suara yang tidak
mendukung dan satu kotak lainnya untuk suara yang mendukung.
Pasal 22
(1) Setelah pemilihan kepala desa selesai, maka ketua, sckretaris panitia
pencalonan dan pemilihan kepala desa serta calon/para calon kepala desa pada
hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan segera : |
a. Menandatangant berita acara jalannya pemilihan kepala desa bahwa
pelaksanaan pemilihan telah berjalan lancar, tertib dan teratur.
b. Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah
diteliti dengan disaksikan oleh calon /para calon kepala desa bersama para

saksi masing-masing calon. Mengumumkan jumliah hasil penghitungan

suara dimaksud dan menandatangam berita acara penghitungan |

pemungm suara.

acara sebagaunaﬂ% e

berita acara Jalam;ya |

pemungutan suara dlmaksud tetap sah .
(3) Penunjukkan saksi oleh calon/para calon kepala desa sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf b pasal im harus dengan surat kuasa.

Pasal 23

Panitia pencalonan dan pemilithan kepala desa scbagaimana dimaksud pasal 4
peraturan daerah ini, para calon kepala desa atau siapapun juga yang terbukti
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pencalonan

dan pemilthan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan
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tindakan hukum dan atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.3.7.1 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pemilihan Kepala Desa
Para pihak yaﬁg terlibat dalam pemilihan kepala desa berdasarkan

Peraturan Dearah Kabupaten Karanganvar Nomor 7 Tahun 2000 vaitu :
1. Panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa.

Keanggotaan dari panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa terdiri dari

Badan Perwakilan Desa, perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Bakal calon kepala desa |
3 Saksn-sakSI dari masmg-masmg calon kepa!a §:

.(w,

Penunjukkan saksi oleh

Korupsn mempunyal banyak
yang memandang dan dari sudut mana. Namun demlkmn, dalam bahasa hukum
positif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), korupsi berarti

perbuatan setiap orang baik pemerintah maupun swasta yang secara melanggar
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b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan kepala
desa dilaksanakan dan pernah/telah menikah
c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2.3.8 Pengertian Money Politic

Korupsi mempunyai banyak pengertian, tinggal tergantung pada siapa
yang memandang dan dari sudut mana. Namun demikian, dalam bahasa hukum
positif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), korupsi berarti
perbuatan setiap orang baik pemerintah maupun swasta yang secara melanggar
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Masduki, 2003:24).

Raharjo (2003:21) memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan
yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati.
Tatanan 1tu bisa berwujud pemerintahan, administrasi atau manajemen. Tipe
korupsi antara lain adalah korupsi politik, misalnya perilaku curang (politik
uang/money politic) pada saat pemthhan anggota legislatif atau pe;abat eksekutif,
baik di pemermtahm pusat m dl pemnntahaa dmh Money polmc sendiri
aduldh 1stilah yang ‘baru, w taannya 5
masyarakat yang cenderﬁﬁg pvrmm? "'a‘mw‘pobm kcm“dlan menjadi ﬁal :
vang lumrah bahkan bagi sebagian Gnasym tertentu sudah menjadi suatu
kewajiban misal, pada pemilihan kepala desa di daerah-daerah money politic
sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para calon kepala desa

kepada masydrakat pemilihnya agar ia mendapatkan dukungan suara dan berhasil

menjadi kepala desa.

Diantara sekian pengertian tentang money politic salah satunya
dirumuskan oleh Teten Masduki, yaitu "suatu tindakan memberikan suatu benda
kepada pihak tertentu dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak

berbuat dalam suatu kegiatan demi kepentingan pihak pemberi". Dari pengertian
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ini kita melihat ada kesamaan antara money politic dengan suap, tujuan suap
adalah perseorangan sedangkan money politic dalam realitas yang terjadi di
masyarakat tujuannya adalah sekelompok atau golongan masyarakat yang
bersangkutan.

Dampak langsung yang dapat kita lihat ketika terjadi proses money politic
pada pemilihan kepala daerah, yang mana berimplikasi pada pemilihan kepala
daerah yang tidak sesuai dengan kriteria obyektif yang diinginkan. Calon yang
dipilih atas dasar kemampuan membeli suara tidak bias dijadikan sebagai ukuran
menilai kemampuannya untuk mengelola daerah tersebut sesuai dengan yang
diinginkan masyarakatnya. Bahkan pejabat yang terpilih dengan cara demikian
ada. kecenderungan kuat untuk memanfaatkan kekuasaannya demi_ kepentin

TR R a R R R R GRS TR R e R R e R TN TN Y Y YO YN
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3.1 Proses Pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih Yang Dilakukan Oleh
Badan Perwakilan Desa (BPD)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah merupakan dampak positif dart reformasi yang terjadi di Indonesia.
Mengenar desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai tujuan
memperbaiki kedudukan dan peranan desa yang semula diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1974. Idenya tak lain terpisah dar jenjang pemerintahan,
namun diakui dalam sistem pemerintahan nasional sebagai kesatuan masyarakat
vang dihormati mempunyai asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pengertian desa menurut Kepmendagri Nomor 17 Tahun 1977 adalah
organisasit pemerintahan terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung
dibawah kecamatan dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak
menyelenggarakan rumah tangganya. Menurut Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Tanggal 29 Apnl 1969 Nomor 5/1/29 desa adalah sebagal berikut

Suatu wnlayah yang wpati oleh "; pendum sebagai kesaman

masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai
organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendin dalam 1katan Negara
Kesatuan Republic Indonesia (NKRI).
Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf o
adalah :
Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem

pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

29
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Dari uraian-uraian mengenai desa diatas, substansi desa sebagai suatu wilayah
yvang ditempati oleh kesatuan masyarakat dan mempunyai wewenang untuk
mengatur dan mengurusi kepentingannya sendiri adalah sama.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah, yang menjadi hal yang signifikan bagi desa yaitu adanya
restrukturisasi institusi pemerintahan desa dari Kepala Desa dan lembaga
musyawarah desa (LMD) menjadi kepala desa dan badan perwakilan desa (BPD).
Perubahan ini berlaku untuk seluruh desa yang berada diwilayah hukum
Indonesia. Dalam masyarakat desa untuk menentukan kepala desa dilakukan
melalui pemilihan kepala desa. Demikian pula yang berlaku di Desa Dawung
Kecamatan Matesih Kabupaten Karang Anyar, karena masa jabatan kepala
desanya akan segera berakhir. Maka pada tanggal 31 juli 2001 dilaksanakanlah
pemilthan kepala desa. :

Pemilihan Kepala Desa di desa Dawung tersebut ditkuti oleh 4 (empat)
orang calon kepala desa, pada pemilihan itu akhirnya dimenangkan oleh Suyarto.
Kemudian Panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa membuat berita acara
tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bensi : | |
' ’ &sasecara langsuug, |
c. Bahwa pelaksanaan p@mﬂlhan kepala desa telah dapat

memenuhi quorum dan dinyatakan sah.

Berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut ditandatangani oleh para
calon kepala desa dan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa. Kemudia
juga dibuat berita acara tentang penghitungan suara yang berisi :
a. Rincian hasil pemungutan suara para calon kepala desa;
b. Perolehan hasil suara terbanyak oleh Suyarto dan dinyatakan
sebagai kepala desa terpilih Desa Dawung Kecamatan
Matesth Kabupaten Karanganyar.
Berita acara penghitungan suara ini ditandatangani oleh para calon kepala desa

dengan saksinya masing-masing dan panitia penéélonan dan pemilihan kepala
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desa.Beberapa hari kemudian ketua Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala
Desa bersama dengan 3 (tiga) calon yang tidak terpilih mengadakan rapat di
kecamatan Matesih yang dipimpin langsung oleh camat Matesith. Agenda dalam
rapat di kecamatan tersebut adalah membahas mengenai masalah-masalah yang
berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa yang telah
dilaksanakan. Dalam rapat tersebut para calon yang tidak terpilih menuduh bahwa
calon terpilih yaitu Suyarto melakukan money politic atau membagi-bagikan uang
kepada masa pendukungnya. Sehingga ia bisa menjadi kepala desa terpilih.
Suyarto menolak tuduhuan yang ditujukan kepadanya mengenai money politic.
Akhirnya karena dalam rapat tersebut tidak ada kesepakatan maka rapat pun
ditutup.

Setelah rapat Suyarto tidak langsung diantarkan pulang tetapi di bawa ke
polsek Matesih. Pada saat yang bersamaan di halaman polsek Matesih telah
berkumpul kurang lebih 200 massa dengan naik kendaraan truk, mereka adalah
pendukung dari 3 (tiga ) calon yang tidak terpilih. Karena situasi yang semakin
memanas akhirnya ketua pencalonan dan pemilihan kepala desa dan ketua badan
perwakilan desa yang berada di polsek menyarankan agar Suyarto membuat surat

Berdasarkan surat pernvataan yang dibw Suyam) ‘akhirnya Badan

Perwakilan Desa Dawung menerbitkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001
Tertanggal 8 Agustus 2001 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Desa
Dawung. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Badan Perwakilan Desa
Keputusan Badan perwakilan Desa tentang pemilihan ulang kepala desa tersebut
dibuat sehari setelah Suyarto membuat surat pernyataannya. Pengambilan
Keputusan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Badan Perwakilan Desa Dawung
yang secara keseluruhan berjumlah 13 orang. Dengan terbitnya Surat Keputusan
Nomor 8 Tahun 2001 tersebut secara tidak langsung Badan Perwakilan Desa

Dawung telah menyatakan bahwa calon kepala desa yang telah terpilih pada
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pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan pada 31 juli 2001 yaitu Suyarto
tidak sah untuk diangkat menjadi kepala desa.

Sehari setelah keluarnya Keputusan Badan Perwakilan Desa Dawung
Nomor 8 Tahun 2001, yaitu pada tanggal 9 agustus 2001 di desa Dawung
dilaksanakan pemilihan ulangkepala desa yang diikuti oleh 3 (tiga) orang calon
kepala desa yang tidak terpilih. Sedangkan Suyarto tidak dapat mengikuti
pemilihan ulang kepala desa karena setelah kejadian di polsek Matesih esok
harmya 1a langsung menderita sakit dan oleh dokter diruyjuk untuk men_]alam

perawatan di rumah sakit Dr. Oen Solo Baru.

Berdasarkan Pasal 6 huruf (g) Tata Tertib Badan Perwakilan Desa
Dawung, salah satu fungsi badan perwakilan desa adalah memperhatikan aspirasi
warga masyMya, nmn ~demikian dam pelaksmam harus tetap _
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Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 pasal 25 ayat
(3) huruf d telah menyatakan bahwa tidak dibenarkan memberikan sesuatu baik
langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha
untuk memenangkan diri calon dalam pemilihan Kepala Desa, jadi memang dalam
aturan main pemilihan Kepala Desa dilarang adanya permainan uang atau money

politic yang dilakukan oleh para pihak dalam pemilihan Kepala Desa. Sedangkan

jika memang terbukti melakukan pelanggaran yang terbukti berdasarkan putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka akan dikenakan
sanksi berupa tindakan hukum atau tindakan administrative.

Dugaan yang diarahkan kepada Suyarto berupa tmhkan money pohnc
seharusnya dibuktikan dulu berdasarkan

mengacupa&hokmnmmlunl(
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3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Badan Perwakilan Desa
Terhadap Calon Kepala Desa Yang Diduga Melakukan Money Politic
Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Sebagai badan legislatif atau badan perwakilan rakyat, badan perwakilan
desa harus senantiasa mencermati dan peka terhadap segala sesuatu yang ada di
desa terutama dalam merealisasikan suara-suara rakyat desa. Semua itu
dikarenakan badan perwakilan desa merupakan lembaga wakil rakyat yang
senantiasa menjadikan rakyat sebagai subyek sekaligus obyek. Demikian halnya
dengan sikap yang diambil oleh Badan Perwakilan Desa Dawung, mereka
mengeluarkan keputusan nomor 8 tahun 2001 berdasarkan adanya aspirasi
masyarakat yang melakukan demontrasi ke polsek Matesih. Para demonstran
tersebut menyataka;l bahwa calon kepala desa terpilih yaitu Suyarto telah
melakukan pelanggaran dalam pemilihan kepala desa dan menginginkan agar
diadakan pemilihan ulang kepala desa.

Akibat hukum dari keluarnya Keputusan Badan Perwakilan Desa Dawung
Nomor 8 Tahun 2001 menyebabkan Suyarto sebagai calon kepala desa terpilih
dalam pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan, menjadi tidak bisa dilantik
menjadl kepaladesabawmgdmstams Suyma' ;::j;; '- 1,m1&emiadesaterplhh‘
Kabupaten Karanganyar memang telah dia it B ‘Daerah Kabupam
Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000.

Badan Perwakilan Desa dalam mengeluarkan keputusan tentang
pelaksanaan ulang terkesan tergesa-gesa. Berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa para
calon kepala desa atau siapapun juga yang terbukti berdasarkan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan yang berlaku bagi pencalonan dan pemilihan kepala desa
untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan hukum dan atau
sankst administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Adanya tuduhan yang ditujukan kepada Suyarto selaku calon kepala desa

terpilth masih hanya sebatas tuduhan dan belum terbukti. Seharusnya setelah

 kepala desa ﬂi" e
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terbukti lewat pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap baru hal 1tu bisa
dijadikan pertimbangan badan perwakilan desa dalam megeluarkan Keputusan
Nomor 8 Tahun 2001. Dalam negara hukum seperti yang berlaku di negara
Indonesia seharusnya Badan Perwakilan Desa Dawung menjunjung tinggi asas
praduga tidak bersalah terhadap Suyarto selaku calon kepala desa terpilih.
Walaupun badan perwakilan desa berfungsi menyerap aspirasi dari masyarakat
tentunya aspirasi yang diterima tersebut tidak langsung diterima tetapi ditelaah
dahulu, apalagi bila aspirasi tersebut menyangkut suatu tuduhan kepada
perseorangan tentunya harus diteliti terlebih dahulu apakah memang benar atau
tidak, jika memang benar baru diambil suatu tindakan.

Badan Perwakilan Desa Dawung juga telah bertindak melampaui
kewenangannya yaitu menghakimi seseorang. Dengan mengeluarkan Keputusan
Nomor 8 Tahun 2001, berarti Badan Perwakilan Desa Dawung secara tidak
langsung membenarkan tuduhan yang dilakukan oleh tiga orang calon yang tidak
terpilth beserta pendukungnya dan menganggap bahwa Suyarto melakukan
tindakan membagi-bagikan uang kepada masa pendukungnya yang dapat
dikategorikan money politic. Padahal menurut peraturan perunﬁang-undangan -
yang berlaku, kewenangan untuk menentukan swm lah atau tmhk‘
St wewena"g : RN Tl J Eok g
politic yang dilakukan oleh Suyarto dalam { §
dibuktikan kebenarannya dulu di pcngadﬂan ne'gen. ‘

Pertimbangan lain yang dijadikan dasar bagi Badan :T;é}wakilaﬁ‘ Desa

Dawung dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 adalah surat
pernyataan yang dibuat oleh Suyarto di polsek Matesih yang menyatakan bahwa
ia telah melakukan tindakan berupa membagi-bagikan uang kepada masa
pendukungnya. Sebagaimana telah diterangkan di bagian sebelumnya bahwa surat
pernyataan yang dibuat oleh Suyarto tersebut berada dibawah tekanan. Surat
pernyataan yang dibuat dibawah tekanan tentunya tidak menerangkan suatu
kebenaran dan oleh hukum sendirt dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Seharusnya Badan Perwakilan Desa Dawung juga mempertimbangkan hal ini agar
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nantinya tindakan yang akan diambilnya tidak menimbulkan kerugian kepada
orang lain.

Keberadaan badan perwakilan desa yang bertujuan menyalurkan aspirasi
masyarakat dan membina demokrasi di desa, hendaknya dijalankan sesuai dengan

yang telah diatur dalam parturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga

nantinya badan perwakilan desa sebagai parlemen desa dapat memberikan

manfaat bagi penduduk desa baik secara perorangan maupun keseluruhan.
Sedangkan yang melakukan kontrol adalah masyarakat desa sendiri yang telah

g TR N N R N R N T e N
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£5) [ 71 1 Pt

BABIV j U:zf’" Litod fa§ wark

PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada permasalahan dan pembahasan pada bab
terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Proses pemberhentian calon Kepala Desa terpilih di desa Dawung Kecamatan
Matesih Kabupaten Karanganyar berdasarkan uraian diatas tidak sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 23 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 290@ vang dapat dikenai
sanksi hukum atau sanksi admlmstratlf adalah pelanml yang Wktl

keputusan sebagal tmdak lamumyh,
hierarkhis peraturan perundang—undangan karena suatu kepu!usan manpunym

sifat mengikat baik keluar maupun ke dalam.
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b. Dalam mengeluérkan suatu  keputusan agar Badan Perwakilan Desa
mempertimbangkan hal-hal apa yang menyebabkan keluarnya keputusan dan
akibat atau dampak yang terjadi setelah keputusan tersebut berlaku. Agar
nantinya tidak ada pihak-pithak yang dirugikan dengan adanya keputusan

- padahal seharusnya tidak dirugikan.
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DADAY PEJVAXILAN DESA ( B P D )
LEGA DAWUNG e KECAMATAN MATLOIH

KARANGANYAK
LOnor ¢ 144/17/VIT1/2001 Dawung, 4 sgustus 2004
vifat } Peuvting
lewpiran 3 2 lenber
Hal t LAPORAYN HALIL PLMILIHAN Kepada Yth;

~Tecbusan dikirim kepadas

Bupati Kerenpgenyar
bl vevungeuyar,
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PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIIAN
KEPALA DESA DAWUNG

KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR
e B st

BERITA &&= BiES

Rapat Pelaksannan Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Pulult Sarubulan Juli, tahun Dua Ribu Satu,
bertempat di Balai Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, telah
diadakan rapat pelaksanaan Pemilihan ¥.epala Desa Dawung,

Rapat Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala
Desa Dawung, Calon Kepala Desa Dawung serta pemilih dengan rician sebagei berikut

1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap 29266 gk Pilih

2. Jumlah yang hadir 259‘ Hak Pilih

3. Jumlah tidak hadir . .37% Hak Pilih
simpulun hasil rapal sebugai berikut :

- 3
ARRES ~ i

o MENGE
PIKEPAL
i S

i el
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PANITIA PANCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DAWLUNG

KEC \M \I:\\’ MATESHI KABUPATEN KARANGANYAR
= e s S e e s

BERITA B & B S

Rapat Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karangunyar

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Jull, tahun Dua Ribu Satu,
bertempat di Balai Desas Dawuong, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, telah
diadakan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dawung.

Rapat dihadiri oleh Panitis Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua,
Sckretaris, Calon Kepala Desa Dawung serta saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Dengan Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

A. Menghitung hasil Pemungutan Suara :dengan rincian

LN L N, ] S
iy BTV I ; ; T GAMBARY
1 |Suyarto Ketela
o _1.4\_\7(‘_‘;._%&“ N, WA N ...._,-_._j;l.gl_”_‘z.,__-__.....-_-- }.__93 ki
3 |Sunardl o Kelapa v7 vo;
‘Muhamat .Sarcnuat oYy 'y ""P}\ang w1 —'_r"-m;(m;' 7“—‘

B. Yang memperoleh suaras terbanyak Saudara ... ANYYERE 0 dengan
tanda gambar L€ ECA | memperolch suara .. B67. . dan dmvatakan scbagai
Kepala Desa terpilib, Desa Dawung, Kecamatan Mawsxh Kabupaten Karanganyar.

Demikian Benta Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebaguimana mestinya.,

Pamtui Peacwkm&mdua Pemilihan

Calon kepala Desa dan Saksi

l. Calon . ¥UYAR7Q
Saksi (T4 . (.
Sek® W IEIND & (e )

2. Colon  AWUBMUAR/F (... .. )
Saksi W/YQ/\/O :
Saksi : SAOIMAN

3. Calon : SYMAR D/
Saksi : WEANYQ. D
Saksi ; YYTARTQ

4. Calon : MNNARENGAT |
Saksi (Y US/YQ. .. I\
Sukst :MSERNFERS . 3

-~
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BADAN PERWAKILAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

I

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR
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BADAN PERWAKILAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Badan Perwakilan Desa
Dawung Kecamatan Matesih, berdasarkan Keputusan Bupati
Karanganyar Nornor 144/33 Tahun 2001, tentang Penetapan
Anggota Badan Perwakilan Desa Se Kecamatan Matesih. dan
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan
Desa, maka dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya
periu disusun Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa
Dawung;

b. bahwa Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan
Desa Dawung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas
merupakan dasar acuan dalam melaksanakan kegiatan;

C. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam mem Tengah;

2. Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembarar: Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839); .

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kar‘ah‘g".anyar Nomor 5 Tahun 2000
tentang Badan Penvakilan Desa;

4. Keputusan Bupati Nomor 302 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa; '

5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 144/33 Tahun 2001
tentang Penetapan Anggota Badan Perwakilan Desa Se
Kecamatan Matesih;

6. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan
Desa.
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIH.

B4AB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

*o0ooop

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

Bupati adalah Bupati Karanganyar;

Camat adalah Kepala Kecamatan di Matesih;

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa Dawung;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa:
Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang
dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan
Desa;

Peraturan Desa adalah Peraturan-peraturan  yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan
Badan Perwzkilan Desa; ,

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten

Desa: £y o 72
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDes adalah anggaran yang terdiri atas bagian
penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap
tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa:

Uang Sidang adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota BPD karena menghadiri rapat-rapat BPD;
Pemuka Masyarakat Desa adalah orang yang mempunyai
jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Sosial Politik dan
Organisasi Kemasyarakatan di tingkat Desa;

Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah pimpinan atau
yang mewakili organisasi kemasyarakatan yang berada di
tingkat Desa Dawung;

Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah Lembaga yang
terdiri dari RT, RW, LPMD, PKK dan LPP;
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BAB I

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG
HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Kesatu
Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang BPD

Pasal 2

BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan
demokrasi berdasarkan Pancasila.

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.
Pasal 3

Jumlah Anggota BPD Dawung ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BPD Dawung terdiri dari Ketua, Wakil Ketua |, Wakil Ketua Il dan Anggota.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a.
b.

C.
d.

(1)

Bersama Kepala Desa membuat Peraturan Desa;

Bersama Kepala Desa nwenetapkan APBDes, Perubahan dan Sisa

Perhitungan;

Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Melaksanakan Pengawasan terhadap,

1) Pelaksanaan Peraturan Desa;

2) Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa,

3) Pelaksanaan APBDes,

4)  Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa;

5) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan
Desa.

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap

rencana perjanjian yang menyangkut kepentingan Desa;

Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4
Keputusan ini, BPD mempunyai hak :

a. Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa;

b Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

¢ Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;

d Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa.

BPD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta keterangan kepada
Pemerintah Desa dan atau warga masyarakat tentang sesuatu hal yang perlu
ditangani demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di desa. :
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(3)

Pemerintah Desa dan atau warca masyarakat yang akan dimintai keterangan
oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini wajib hadir.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4
Keputusan ini, BPD berkewajiban :

a.

b.

C.

Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;
Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

Membina Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan
masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;

Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa.

Paragraf 1
Hak Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 7

BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa pada akhir Tahun
Anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa.

Permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Akhir Tahun Anggaran.

Paragraf 2
Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Desa

Pasal 8
jakan Pemerintah Desa.

pat persetujuan dalam

BPD berhak meminta keterangan tentang suatu '

Permintaan keterangan sebagaimana dimakm; |
secara tertulis kepada Kepala Dessz, setelah men
rapat BPD.

Pemerintah Desa menyampaikan keterangannya dalam rapat BPD.

Paragraf 3
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 9
BPD berhak mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

sebelum dilakukannya persidangan membahas Rancangan Peraturan Desa
dimaksud.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(3)

(4)

(2)

(4)

Faragraf 4
Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 10

Setiap anggota BPD berhak mengajukan usul perubahan atas Rancangan
Peraturan Desa.

Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan oleh
anggota BPD dalam rapat untuk dibahas dan diambil keputusan.

BAB llI
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 11

Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada BPD pada
setiap akhir Tahun Anggaran dan akhir masa jabatannya dalam rapat BPD
yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.

Apabila rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak memenunhi
quorum, maka rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan dan
masing-masing penundaan tidak lebih dari 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat)
jam.

Keputusan hasil rapat BPD tentang penolakan pertanggungjawaban Kepala
Desa dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) jumlah anggota BPD yang hadir.

Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima oleh BPD apabila disetujui oleh
sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota
BPD yang hadir, apabila di dalam parmtuman m wm angka 1/2
(seperdua) maka dtbtﬂ&tkankem .

PM‘IZ . . |
Dalam jangka waktu 30 (tigl ') i sejak pmohkm sebagalmana

dimaksud Pasal 11 ayat (3) mpmnmn ini, Knpah Desa segera melengkapi
dan atau menyempurnakan serta menyampaikan kembali kepada BPD.

Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini ditolak untuk kedua kalinya, maka BPD wajib mendengarkan
pendapat umum dari Pejabat yang terkait di tlngkat Kabupaten baik Legislatif
maupun Eksekutif, Pemuka Masyzrakat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
di Desa Dawung.

Untuk mendengarkan pendapat umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini BPD mengundang Pejabat yang terkait di tingkat Kabupaten baik Legislatif
maupun Eksekutif, Pemuka Masyzrakat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
di Desa Dawung.

Setelah BPD mendengarkan pendapat umum sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal ini dan ternyata pendapat umum tersebut juga menolak
pertanggungjawaban Kepala Cesa, maka BPD mengusulkan pemberhentlan
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
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(1)

(2)

Setelah BPD mendengarkan pendapat umum sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal ini dan ternyata pendapat umum menerima pertanggungjawaban Kepala
Desa, maka BPD membatalkan penolakannya.

BAB IV
PENGGANTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 13

Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat
Anggota BPD yang baru mengucapkan Sumpah/Janiji.

Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya,
digantikan olen Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dari dusun yang
bersangkutan.

Pemberhentian dan pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Masa keanggotaan BPD Pengganti Antar Waktu berakhir bersama-sama
dengan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 14

Bagi dusun yang tidak memiliki Anggota BPD Antar Waktu, apabila anggota
BPD yang mewakili dusun tersebit berhalangan tetap, maka digantikan oleh
anggota BPD antar waktu dari dusun yang lain berdasarkan kesepakatan dari
warga dusun yang diwakili.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam Rapat
BPD yang dihadiri Pimpinan dan Anggota BPD serta Anggota BPD Antar
Waktu. :

Hasil Kesepakatan sebagairana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah
mempertimbangkan aspirasi dari warga dusun yang diwakili.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN BFD
Pasal 15
Alat kelengkapan BPD terdiri dari :
a. Pimpinan BPD;

b. Panitia-panitia sesuai kebutuhan.

Pembentukan, Susunan Keangjotaan dan Perubahan Alat Kelengkapan BPD
ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 16
Pimpinan BPD adalah alat kelengkapan BPD yang bersifat kolektif

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari seorang
Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua. :

Pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disahkan olen Camat

atas nama Bupati.
6
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(4)

Masa jabatan Pimpinan BPD sama dengan masa keanggotaan BPD
sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 17

Pimpinan BPD mempunyai tugas dan kewajiban :

a.

b.

Sae™eao

(1)

Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan
Wakil Ketua dan mengumumkan da'am Rapat Khusus BPD;

Memimpin Rapat dengan menjaga agar Tata Tertib dilaksanakan dengan
seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat
menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;

Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat; :

Menyampaikan Keputusan Rapat kepada pihak-pihak yang terkait;
Memberitahukan hasil musyawarah kepada Pemerintah Desa;

Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Desa;

Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka memperlancar
tugas-tugas BPD.

Pasal 18
Ketua BPD memegang pimpinan sehari-hari.
Wakil Ketua membantu Ketua BPD dalam menyelenggarakan kegiatan BPD.

Apabila Ketua BPD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan
cleh Wakil Ketua BPD yang ditunjuk oleh Ketua BPD.

BAB Vi
PEMILIHAN PIMPINAN BPD

Bagian Kesatu
Pimpinan Sementara BPD

Fasal 18 -
Selama Pimpinan BPD belum citetapkan, rapat-rapat BPD uniuk sementara

waktu dipimpin oleh anggota BPD yang tertua usianya dengan dibantu oleh
anggota BPD termuda usianya yang disebut Pimpinan Sementara BPD. -

Apabila anggota BPD tertua dan atau anggota BPD termuda sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah
anggota BPD tertua dan atau anggota BPD termuda usianya diantara anggota
BPD yang hadir.

Pimpinan sementara BPD tidak mengucapkan Sumpah/Janiji.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Pimpinan BPD

Pesal 20
Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan melalui musyawarah.
Apabila pemilihan Pimpinan BP[, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

tidak dapat dilaksanakan, maka pengambilan Keputusan dilakukan
berdasarkan suara terbanyak.
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(3) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dalam rapat yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.

(4)  Apabila jumlah anggota BPD belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud
ayat (3) Pasal ini Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu)
jam.

(5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini belum juga
tercapai, rapat diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya pemilihan
Pimpinan BPD tetap dilaksanakan.

Pasal 21

(1)  Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur
dan adil.

(2) Calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua BPD,
sedangkan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai

Wakil Ketua BPD.

(3)  Apabila Wakil Ketua BPD ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang, maka calon
yang memperoleh suara terbanyak ketiga ditetapkan sebagai Wakil Ketua

BPD berikutnya.

Pasal 22
Dalam hal terdapat salah satu unsur Pimpinan BPD berhalangan tetap, maka segera
diadakan pemilihan untuk menetapkan unsur Pimpinan BPD yang baru setelah
Anggota BPD Antar Waktu diangkat menjadi anggota BPD dengan memperhatukan
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Keputusn ini.

BAB Vil

MPAT - WAT BPD

Bagian Kesatu
Jenis dan Sifat Rapat

Pasal 23
(1) Rapat BPD adalah rapat-rapat yang diadakan oleh BPD baik atas inisiatif
sendiri maupun dari Pemerictah Desa untuk membahas kepentingan
penyelenggaraan pemerintahar desa, dengan atau tanpa melibatkan unsur
Pemerintah Desa dan atau Pihak lain.

(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain :

a. Rapat Pertanggungjawaban Kepala Desa;

b. Rapat Penetapan Peraturan Desa dan atau Perubahan Peraturan Desa;

C. Rapat Penetapan APBDes;

d. Rapat Penetapan Persetujuan Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;

e. Rapat Penyusunan dan Penetapan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 24

Rapat BPD bersifat terbuka, kecuali atas permintaan se'kurang‘-kuranghya 112
(seperdua) jumlah anggota BPD atau apabila dipandang periu oleh Pimpinan Rapat
untuk dinyatakan sebagai Rapat Tertutup.
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Pasal 25
Rapat Terbuka adalah rapat anggota BPD yang dapat dihadiri oleh Umum.

Rapat Tertutup adalah rapat anggota BPD yang tidak dapat dihadiri oleh
Umum. '

Pasal 26

Pembicaraan dalam rapat tertutup. bersifat rahasia dan tidak boleh
diumumkan.

Sifat rahasia dalam rapat tertutup harus dipegang teguh oleh mereka yang
mengetahui pembicaraan dalaim rapat tertutup tersebut.

Setiap rapat tertutup dibuat catatan tentang pembicaraan yang dilakukan.

Dalam catatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dicantumkan dengan
jelas pernyataan mengenai sifat rapat “RAHASIA". :

Pimpinan BPD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam
rapat tertutup tidak dimasukkan dalam catatan.’

Bzgian Kedua
Waktu daen Tata Cara Rapat

Pasal 27

Waktu-waktu Rapat BPD pada siang hari dimulai pada jam 09.00 WIB sampai
dengan jam 14.00 WIB.

Penentuan waktu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota BPD.

Pasams

Sebelum rapat dimulai, setiap anggdta B?Q yme hadir m menandatangam il

daftar hadir.
Untuk para tamu undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai.

Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir dan akan meninggalkan
rapat wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 29

Apabila pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah
anggota BPD belum mencapai quorum, maka Pimpinan Rapat menunda rapat
paling lama 1 (satu) jam.

Apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini quorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda sampai waktu yang
ditentukan.
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©)

(4)

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Risalah, Catatan dan Laporan Rapat

Pasal 30

Anggota BPD yang kehadirarnya dalam rapat-rapat BPD kurang dari 60 %
(enam puluh persen) diberikan teguran oleh Pimpinan BPD.

Anggota BPD yang mendapat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan yang
bersangkutan masih belum mengindahkan atau melaksanakan tugas,
wewenang dan kewajibannya maka Pimpinan BPD meminta pendapat dari
masyarakat dusun yang diwakili.

Pendapat masyarakat dusun yang diwakili sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini dipergunakan sebagai bahan rapat BPD untuk menetapkan

keputusan lebih lanjut.
Pasal 31

Setiap Rapat dibuat Risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretans BPD
dan Pimpinan Rapat

Risalah Rapat merupakan catatan rapat secara lengkap memuat jalannya
pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan yang dilengkapi
keterangan mengenai :

Jenis dan sifat rapat;

Hari dan tanggal rapat;

Tempat rapat;

Acara rapat;

Waktu Pembukaan dan Penutupan rapat;

Pimpinan rapat;

Jumlah dan nama anggota BPD yang hadir dan keterangan ketidak
hadiran;

Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang hadir,

Undangan yang hadir.

=T @moanow

Risalah Sementara

Setelah rapat sehsai SQMS EPQ ny |
nggota BPD « erkepentingan.

untuk segera dibagikan kepada
isi Rtsahh Sementara,

Apabila terjadi perbedaan pondapat mengenai |
Keputusan diserahkan kepada Pimpinan m W‘Q bersangkutan.

Pasal 32

Untuk setiap rapat dibuatkan catatan rapat yang ditandatangani Sekretaris dan
Pimpinan Rapat.

Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah catatan yang
memuat pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta
dilengkapi dengan keterangan daftar anggota BPD yang hadir beserta
undangannya.

Setiap Rapat dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat dan disampaikan
kepada Pimpinan BPD.

10
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(2)

(3)

Bagian Keempat
Undangan clan Peninjau Rapat

Pasal 33

Undangar: ialah mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat atas
undangan Ketua BPD.

Peninjau ialah pihak tertentu yang karena kedudukan, tugas, wewenang dan
atau jabatannya menghadiri rapat tanpa undangan Ketua BPD.

Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.

Undangan dan Peninjau wajib mentaati Tata Tertib dan atau ketentuan lain
yang ditetapkan oleh BPD.

Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat
tetapi tidak mempunyai hak suara.

Peninjau tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun
cara lain dan tidak mempunyai hak suara.

Pasal 34
Surat undangan untuk Rapat BPD ditandatangani oleh Ketua BPD.
Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini beserta bahan rapat
disampaikan kepada anggota BPD sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum

rapat dilaksanakan.

Dalam hal-hal tertentu, Pimpinan BPD dapat menyimpang dari ketentuan ayat
(2) Pasal ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. ;

BAB Viil
PENGAMBILAN KEPUTUSAN BPD

Bagian Kesatu b 4
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 35

Rapat Pengambilan Keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. |

Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan melalui cara musyawarah
untuk mencapai mufakat. '

Apabila cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini belum tercapai, maka Ketua BPD mengupayakan kata mufakat dari
pihak yang belum memberikan mifakatnya dengan mengutamakan semangat
persatuan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Apabila upaya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak tercapai,
Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

11
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(5)  Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (4)
Pasal ini adalah Keputusan yang ditetapkan melalui pemungutan suara
dengan jumlah suara yang diperoleh sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua)
ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(6)  Apabila keputusan dimaksud ayat (5) Pasal ini diulang sampai 2 (dua) kali dan
ternyata tidak memenuhi quorum, maka keputusan diambil dengan suara
terbanyak.

Eagian Kedua
Jenis Produk Hukum dan Proses Penetapan
Keputusan BPD
Pasal 36
Produk Hukum BPD berbentuk Keputusan BPD.
Pasal 37

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 36 Keputusan ini ditetapkan dalam
rapat BPD.

BAB IX
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 38

(1) Kepala Desa dengan Persetujuan BPD menetapkan Peraturan Desa.

(2)  Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau usul inisiatif
dari BPD el et g
Pasaldg
(1)  Rancangan Peraturan Desa vang berasal dari Kepala Desa disampaikan
kepada Ketua BPD beserta Surat Pengantar dan Nota Penjelasan. :

(2)  Rancangan Peraturan Desa ya'g berasal dari usul inisiatif BPD sebagaimana
dimaksud Pasal 9 Keputusan ini beserta Surat Pengantar dan Nota Penjelasan
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa.

Pasal 40
Apabila ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Desa yang diajukan mengenai hal yang
sama maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima lebih

dulu dan Rancangan Peraturan Desa yang diterima kemudian dipergunakan sebagai
pelengkap.

12
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Bagian Kedua
Pembahasan Peraturan Desa

Pasal 41
(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam rapat BPD yang
dihadiri oleh anggota BPD, Pemerintah Desa dan Undangan lain yang
dianggap perlu.
(2) Pembicaraan diawali dengan penjelasan Kepala Desa mengenai Rancangan

Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa atau penjelasan oleh Ketua
BPD apabila Rancangan Pereturan Desa berasal dari usul inisiatif BPD.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Peraturan Desa

Pasal 42
Peraturan Desa ditandatangani oleh IKepala Desa dan atau Pejabat Kepala Desa.
BAB X
KEDUDUKAN KZUANGAN ANGGOTA BPD
Pasal 43

(1)  Anggota BPD berhak menerima Uang Sidang yang besarnya ditetapkan
sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.

(2) Uang Sidang Anggota BPL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 44

Untuk keperiuan kegiatan BPD disediakan biaya sesual dengan kemampuan
keuangan desa yang ditetapkan daiam APBDes.

BAB X
SEKRETARIAT BPD
Pasal 45

(1)  Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas membantu
BPD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban BPD.

(2)  Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 1 (satu)
ocrang staf.

(3)  Sekretaris BPD dan staf diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan
desa yang ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 46

(1)  Sekretaris BPD diangkat oleh Kepala Desa dan atau Pejabat Kepala Desa dari
warga desa yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan BPD. :

13
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Persyaratan Sekretaris BPD ssbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :

a. Tidak terlibat kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 dan
atau organisasi terlarang lainnya;

b. Berpendidikan serendati-rendahnya SLTP;

Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang

bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak

terputus-putus yang dituktikan dengan KTP dan KK;

e. Mempunyai kemampuan di bidang tata usaha antara lain surat-
menyurat dan pengetikan.

ao

Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 47

Sekretaris BPD mempunyai tugas :

a.

b.

Melayani segala kebutuhan BPD agar dapat melaksanakan wewenang dan
tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Mengikuti kegiatan rapat-rapat BPD dan membuat Risalah Rapat kecuali rapat
yang menurut sifatnya tidak boleh diikuti oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat
BPD.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BPD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

BAB Xli
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 48

Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib BPD diusulkan oleh sekurang-
kurangnya 1/2 (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD.
Pembahasan perubahan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam rapat
yang dihadiri oleh sekurangWya Zﬁ (éun perti *') darl jumlah anggota
BPD. i j

Keputusan penetapan parsetujuan !!rhadap Perubahan Peraturan Tata Tertib
BPD yang diambil dengan suara terbanyak hanya dapat dilaksanakan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumiah anggota BPD yang
hadir.

BAB Xlil
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49

Pimpinan dan Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
dan atau Perangkat Desa harus mengundurkan diri dan diganti dengan
Anggota BPD Antar Waktu. ; :

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan dengan
Surat Pernyataan.

Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
selambat-lambatnya disampaikan pada tanggal mulai dibukanya Pengumuman
Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa.

14
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur oleh BPD dikemudian hari
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

iy
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L Sy o3 N e A CRE A
Rapatl BPD Desa Dawung ecematan Matesih Kabupaten Karanganyar

Pada hari ini KaMIS tanggal TUJUH BELAS bulan MEI tahun
DUA RIBU SATU bertempat di Kantor/Balai Desa Dawung Kecamatan

Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan rapat BPD dalam rangka
. membahas masalah ;

| 1. Penetapan peraturan Tata Terilib BPD Desa Dawung;
2. Penetapan Agenda Kerja BPD Desa Dawung tahun 2001;
3., Penetapan peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga

Kemasyarakatan Desa Dawung;

4., Membahas Peraturan peca tentang Pungutan Desa,

{Rapat BPD di hadiri oleh PJ Kepala Deca, Perangkat Desa, Ketua BPD;
' Wakil Ketua, Sekretaris dan pApggota BPD.

rDalam Rapat BPD tersebut dihadiri anggota sejumlah 13 (tiga belas)

orang, tidak hadir sejumlah: nihil sehingga rapat telah memenuhi
quorum, :

| Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut
| 1. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD Desa Dawung,

' 2., Menetapkan agende Kerje BPD Desa Dawung tahun 2001,
'3, Menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dawung. .

Merevisi Peraturan Desa tentang yungu%an<sgsa.

'aebagaimana mestinya.

BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG

_1. Ketua : SUWAREO, Ba ( )
£ 2, wakil Ketua  : SUYOTO, S.Pd ( )
L 3, wakil Ketua : SIGIT MULYANTO, SE ( )
L 4. Apggota : DARYANTO ( )
E 5. sda : SUDARMAN. HS ( )
- 6, sda e g RS R0 ( )
. sda 3 SRIYANEO ( )
k 8. sda : SUBARI ( )
ES. sda : SUPARKO ( )
10. sda : SUYATNO . ( )
5y, sda : SULARSO ( )
12, sda : Drs. SUHARI ( )
W ads : SUROTO ( )
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LAMPIRAN:

DAFTAR HADIR
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA :DAWUNG, KECAMATAN MATESIH
TANGGAL : 17 ME| 200l

MOR : NAMA 3 JABATAN : TANDA TANGAN
1l | SUWARNO, BA ! Ketua

2, 1 SUYOTO,S.Hd | Wakil Ketua

3¢ ! SIGIT MULYANTO,SE ! Wakil Ketua

4o | SUDARMAN.HS ] Anggota

5. 1 DARYANTO z ada
f5. 1 liplo ; "
1 7o 1 SRIYANTO t ads
3. 1 SUBARI : -
). 1 SUPARNO : sds
). 1 SUYATNO M
|, 1 SULARSO | s
2. | Dre.SURARE x sda
| 3o 1 SUROTO ' ! sda

- sterangan

» Jumlgh Anggota :13 Orang
» Hedir e Orang
» Tddak Hedir ¢ - Orang

Qurum 2/3 s 9 Orang
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